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PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

Nomor : SK-01/DP/I/2021 

Nomor : KEP-1/I/2021 

 

Tentang 

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE 

GOVERNANCE) & PEDOMAN ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT) 

 

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERURI 

 

MENIMBANG : a. Bahwa Tata Kelola Perusahaan merupakan dasar dan usaha 

yang sangat penting untuk terciptanya praktek tata kelola 

Perusahaan yang baik bagi pengembangan dan peningkatan 

nilai Perusahaaan, maka Perusahaan memandang perlu 

untuk senantiasa menyesuaikan ketentuan GCG di 

Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

b. bahwa diperlukan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku yang dapat 

menunjang bisnis Perusahaan; 

c. bahwa untuk memutakhirkan kebijakan tersebut, maka 

dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi 

Perum Percetakan Uang RI. 

 

 MENGINGAT : 1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor:            

19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:  45 tahun 

2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4556); 

2/… 
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                                      Nomor   : KEP-1/I/2021 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal                   

19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) 

Percetakan Uang Republik Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:            

PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ 

Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara; 

6. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas 

Nomor: SK-01/DP/I/2019 – KEP-1/I/2019 tentang Pedoman 

Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) 

dan Pedoman Etika Perilaku (Code Of Conduct); 

MEMPERHATIKAN : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik;  

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara; 

3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 

tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; 

4. Pendapat dan Saran Unsur Pimpinan Peruri. 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  : 

MENETAPKAN   

PERTAMA : Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate 

Governance) dan Pedoman Etika Perilaku (Code of Conduct) 

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bersama 

Direksi – Dewan Pengawas ini. 

KEDUA : Dalam penerapannya, Tata Kelola Perusahaan (Code Of 

Corporate Governance) dan Pedoman Etika Perilaku (Code of 

Conduct) akan disosialisasikan oleh Perusahaan. 
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    Ditetapkan di  : J a k a r t a 

     Pada tanggal  : 22 Januari 2021 

 

 

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, maka Surat 

Keputusan Bersama Nomor : SK-01/DP/I/2019 – KEP-01/I/2019 

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate 

Governance) dan Pedoman Etika Perilaku (Code of Conduct) 

dinyatakan tidak berlaku. 

Surat Keputusan Ini berlaku sejak ditandatangani. Apabila 

dikemudian hari ternyata terdapat perkembangan lain, maka 

Surat Keputusan ini akan diadakan penyesuaian. 

  SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Keasdepan Bidang Perbankan dan Pembiayaan 

2. Dewan Pengawas Perum Peruri 

3. Direksi Perum Peruri 

4. Kepala Satuan Pengawas Internal 

5. Para Kepala Divisi 

6. Para Kepala Departemen/Biro 

Tersebut nomor 1 sebagai laporan, dan tersebut nomor 2 

sampai dengan 6 untuk diketahui dan di laksanakan. 

 
Dewan Pengawas, 

 
 
 
 

Rizal Affandi Lukman 
Ketua Dewan Pengawas 
 

 

 
               Direksi, 

 
 
 
 

                Dwina Septiani Wijaya 
                 Direktur Utama 

 



 

 

 
PERNYATAAN KOMITMEN 

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF 

CORPORATE GOVERNANCE) dan ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT) 

DIREKSI dan DEWAN PENGAWAS PERUM PERURI 

 
Direksi dan Dewan Pengawas Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa 
dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa 
menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 
Governance/CoCG), Pedoman Etika Perilaku (Code of Conduct/CoC), 
Piagam Dewan Pengawas dan Pedoman Kerja Direksi (BOD Charter), 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), 
Pedoman Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Sistem 
Pengawasan Intern, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pedoman 
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) serta pedoman 
lainnya yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance. 
 

Jakarta, 22 Januari 2021 
 

       DIREKSI         DEWAN PENGAWAS 

Dwina S. Wijaya 
Direktur Utama 

 

Rizal Affandi Lukman 
Ketua Dewan 

Pengawas 

 

Saiful Bahri 
Direktur Operasi 

 

Djoko Hendratto 
Anggota Dewan 

Pengawas 

 

Gandung A. Murdani 
Direktur SDM & 
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Sutanto 
Anggota Dewan 

Pengawas 

 

WInarsih Budiriani 
Direktur Keuangan 

 

Dwi Pranoto 
Anggota Dewan 

Pengawas 

 

Fajar Rizki 
Direktur 

Pengembangan 
Usaha  

 

Salamat Simanulang  
Anggota Dewan 

Pengawas 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Tujuan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 
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1.3  Manfaat Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 
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1.4  Objek Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 

 

 

 

 

1.5  Tanggung Jawab 
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BAB 2 

PANDUAN ETIKA DAN PERILAKU KERJA 

(CODE OF CONDUCT) 

2.1  Visi, Misi, Tata Nilai, dan Moto  
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2.2  Maksud dan Tujuan 

 
1 PP No. 6 Tahun 2019 tentang Perum Peruri 
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2.3  Komitmen Kami  
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BAB 3 

STANDAR ETIKA DENGAN STAKEHOLDERS 

 

3.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders 
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3.2  Standar Etika dengan Stakeholders  

3.2.1 Hubungan dengan Pemilik Modal  

 

 

3.2.2 Hubungan dengan Insan Perusahaan  
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3.2.3 Hubungan dengan Pelanggan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Hubungan dengan Pesaing 

 

 

 

3.2.5 Hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa (Pemasok) 
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3.2.6 Hubungan dengan Mitra Usaha 

 

 

 

3.2.7 Hubungan dengan Kreditur 

 

 

 

 

 

3.2.8 Hubungan dengan Pemerintah 

 

 

 

 

3.2.9 Hubungan dengan Konsumen Akhir 
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3.2.10 Hubungan dengan Media Massa 

 

 

3.2.11 Hubungan dengan Organisasi Profesi 

 

 

3.2.12 Hubungan dengan Organ Non Struktural 

 

 

3.2.13 Hubungan dengan Serikat Pekerja 
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BAB 4 

ETIKA PERILAKU DAN ETIKA BERBISNIS 

 

4.1 Penerapan Standar Etika  
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4.2  Etika Berbisnis  

 

 

 

4.2.1 Integritas dalam Berbisnis 
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4.2.2 Integritas Laporan Keuangan  

 

 

 

 

 

4.2.3 Larangan Penyampaian Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi 

 

 
2 PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia 
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4.3 Etika Perilaku 

 

 

4.3.1 Benturan Kepentingan  
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4.3.2  Program Pengendalian Gratifikasi 

4.3.3 Anti Penyuapan  

 
3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 1999 
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4.3.4 Keterlibatan dalam Politik 

 

 

4.3.5 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  

4.3.6 Perilaku Insan PERURI  

 
4 SKEP-997/XII/2015 tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) di Lingkungan Perum Peruri  
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5  UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 14 
6 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b 
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7 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf e 
8 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf j 
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BAB 5 

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 

 

5.1 Karyawan dan Hubungan Industrial 
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5.2 Aset dan Harta Perusahaan  

 

 

 

5.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan  
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5.4  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

 

 

 

5.5 Persaingan Usaha  
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5.6 Whistle Blowing System  

5.7 Pelaporan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pedoman  

 

 
9 SKEP-995/XII/2015 tentang Whistle Blower  
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BAB 6 

PENUTUP 

6.1 Sosialisasi Pedoman Etika Perilaku dan Etika Bisnis  

6.2  Pernyataan Kepatuhan Insan PERURI  

 

 

 

6.3 Evaluasi  
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1 PER -01/MBU/2011 Pasal 4 ayat 1 s/d 5 
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2 PER 01/MBU/2011 Pasal 3 ayat 1 s/d 5 
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a. 

b. 

 

 

 

 
3PER-01/MBU/2011 Pasal 5 ayat (1) 
4PER-03/MBU/02/2015 
5PER-03/MBU/02/2015 
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6PER-01/MBU/2011 Pasal 11  
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5. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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7 PP Nomor 6 Tahun 2019 

8 PP Nomor 6 tahun 2019 Pasal 46 
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9 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 44 ayat (1) 

10 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 44 ayat (2) 

11 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 45 ayat (1) 

12 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 45 ayat (2)  

13 PP Nomor 6 Tahun 2019 pasal 62 ayat (1) 

14 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 62 ayat (1)  
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15 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (1)  

16 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasak 65 ayat (1) dan (2) 

17 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasak 66 ayat (1) dan (2) 

18 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 butir 14 

19PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 butir 14  
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20 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (1)  

21 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (2)  
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 Rapat Direksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22PP 6 Tahun 2019 Pasal 17 
23PP 6 Tahun 2019 Pasal 38 



 

16 
 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 85 ayat (4)  

25 PP 6 Tahun 2019 pasal 85 

26 PER-12/MBU/2012 Pasal 2 ayat (3)  

27 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 85 ayat (4) 
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a) 

b) 

c) 
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3) 
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29 PP 6 Tahun 2019 pasal 27 
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30 PP 6 Tahun 2019 Pasal 72 
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4.1 

Adapun kegiatan usaha utama yang dilakukan Perusahaan, diantaranya:  

 mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan 

Bank Indonesia; 

 membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen 

Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai 

permintaan instansi yang berwenang; 

 membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita 

Cukai dan Dokumen Pertanahan; 

 membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan 

barang cetakan logam non uang; 

 mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur 

sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah 

terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah; 

 menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan; 

 pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan jasa digital 

sekuriti.

 
31 PP 6 Tahun 2019 Psal 10 
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4.3 

 

 
32 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 67 ayat (1)  

33 PP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 69 ayat (1)  

34PER-02/MBU/2013 
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4.4 

 

 
35Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP 
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4.5 

 

 

 
36PER- 01/MBU/2011 Pasal 25 
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4.8 

 

 

 

 
37PER-01/ MBU/01/2015  
38SK – 16 Par 2 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

 

 

 

 
39 Per-04/BU/06/2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 tentang 

Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara  
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